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A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, pukul 11.30 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak 
Cipta) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 63/PUU-
XIX/2021. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 63/PUU-XIX/2021, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undnag-Undang beserta jajaran di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU Hak Cipta dalam perkara Nomor 63/PUU-
XIX/2021, diajukan oleh PT. Musica Studios yang diwakili oleh Gumilang 
Ramadhan (Direktur), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. DR. Otto 
Hasibuan, S.H., M.M. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum 
Otto Hasibuan & Associates yang bertindak secara bersama-sama dan/atau 
sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU HAK CIPTA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal 

18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU Hak Cipta yang berketentuan sebagai berikut: 
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Pasal 18 UU Hak Cipta 

“Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau 
musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus 
dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali 
kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 
(dua puluh lima) tahun.” 

 
Pasal 30 UU Hak Cipta 

“Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan 
dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih 
kembali kepada Pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh 
lima) tahun.” 

 
Pasal 122 UU Hak Cipta 

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku 
dan/ atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau 
tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan 
tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang 
ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang 

ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan 
Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-
Undang ini; 

b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang 
ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun 
dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua 
puluh lima) tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian jual putus 
dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.” 

 

D. BATU UJI 

Bahwa Pasal a quo dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) 

dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 

melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.  

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian Pasal a quo UU Hak Cipta dalam permohonan a quo, 

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.18] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, 

selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas 

yang didalilkan Pemohon sebagai berikut: 

[3.18.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya menyatakan norma Pasal 

18 dan Pasal 30 UU 28/2014 menciptakan ketidakpastian hukum sehingga 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (4) UUD 1945 karena 

perumusannya yang memerintahkan pengembalian hak cipta kepada pencipta 

dan/atau pelaku pertunjukan setelah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh 
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lima) tahun sejak perjanjian jual putus dan/atau perjanjian pengalihan tanpa 

batas waktu disepakati. Pemohon juga mendalilkan norma Pasal 18 dan Pasal 30 

UU 28/2014 melanggar asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Dalam 

hal ini, norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 pada pokoknya menentukan 

bahwa adanya sebuah mekanisme yang memerintahkan pengembalian hak cipta, 

in casu hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan yang didasarkan 

kepada jangka waktu perjanjian pengalihan hak cipta yang telah mencapai 25 

(dua puluh lima) tahun. Perjanjian pengalihan hak cipta dimaksud adalah 

perjanjian dalam bentuk jual putus (sold flat) dan/atau perjanjian tanpa 

pengalihan batas waktu. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

[3.18.1.1] Bahwa ketentuan norma Pasal 18 UU 28/2014 pada pokoknya 

menyatakan ciptaan buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu 

dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual 

putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali 

kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua 

puluh lima) tahun. Sementara itu, dalam Penjelasannya hanya dinyatakan, “Yang 

dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta 

menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga 

hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa 

batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat”. Sejalan dengan 

pengaturan dalam Pasal 18 UU 28/2014, Pasal 30 UU a quo juga menyatakan 

bahwa “Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan 

dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali 

kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun”. 

Berkenaan dengan ketentuan di atas, sebagaimana telah dipertimbangkan 

dalam Paragraf [3.17], tujuan dibentuknya UU 28/2014 salah satunya adalah 

untuk melindungi para pencipta buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, 

lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, serta pelaku pertunjukan yang 

memiliki karya berupa lagu dan/atau musik agar tidak terkikis motivasinya 

untuk berkreasi. Oleh karenanya terhadap perjanjian terkait dengan ciptaan 

buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau 

tanpa teks yang telah diserahkan atau dialihkan seluruhnya kepada pihak 

pembeli tanpa batas waktu karena pencipta telah menerima sejumlah 

pembayaran lunas (cash money), sebagaimana konsep perjanjian jual beli pada 

umumnya, telah ternyata tidaklah memberikan jaminan perlindungan hukum 

yang seimbang. Dalam konteks perjanjian pengalihan hak cipta, sebelum 

diberlakukan UU 28/2014, posisi tawar para pencipta dan pelaku pertunjukan 

seringkali tidak seimbang (lemah) ketika berhadapan dengan produser 

fonogram, seperti Pemohon, yang pada umumnya memiliki kekuatan ekonomi 

lebih besar dibanding Pencipta dan Pelaku Pertunjukan. Sementara, saat itu 

kondisi Pencipta dan Pelaku Pertunjukan pada umumnya tidak sepenuhnya 
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dalam keadaan ekonomi yang baik, sehingga Produser Fonogram cenderung 

dapat melakukan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) 

dengan memanfaatkan posisi tawarnya yang lebih kuat untuk menentukan isi 

perjanjian kepada Pencipta dan Pelaku Pertunjukan tersebut. Dalam kaitan 

inilah perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu suatu karya 

cipta merugikan kepentingan Pencipta dan Pelaku Pertunjukan. Terlebih lagi, di 

era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, di mana teknologi dapat 

dijadikan sebagai alat bagi produser fonogram atau pembeli hak cipta untuk 

mendistribusikan ciptaan atau salinan yang telah dialihkan kepemilikannya 

untuk mendapatkan manfaat yang optimal [vide Pasal 11 UU 28/2014]. Artinya, 

dengan kemajuan teknologi hak ekonomi atas ciptaan dapat dioptimalkan untuk 

mendapatkan keuntungan atas pembelian pengalihan hak cipta tersebut. Dalam 

kaitan inilah, penentuan jangka waktu dalam norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 

28/2014 dirumuskan karena telah ternyata perjanjian jual putus telah 

merugikan kepentingan Pencipta dan Pelaku Pertunjukan. Pihak pembeli hak 

cipta pada umumnya mempunyai kepentingan untuk mendapatkan keuntungan 

yang besar dari sistem sold flat karena beralihnya hak ekonomi dari pencipta 

kepada si pembeli hak cipta. Kondisi inilah yang harus dilindungi dan 

diseimbangkan dengan cara memberikan pembatasan terhadap perjanjian atau 

pengalihan hak ekonomi suatu ciptaan buku dan/atau semua hasil karya tulis 

lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks dalam jangka waktu 25 (dua 

puluh lima) tahun. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, kepemilikan hak 

ekonomi beralih kembali kepada si pencipta. 

Dalam praktik internasional pembatasan pengalihan hak ekonomi kepada 

pencipta dan pelaku pertunjukan dikenal dengan istilah reversionary right. 

Secara doktrinal, reversionary right adalah pengembalian hak cipta kepada 

pencipta dalam jangka waktu tertentu setelah diserahkan haknya kepada pihak 

lain. Artinya, pengembalian hak ekonomi dilakukan terhadap setiap pengalihan 

hak dalam bentuk perjanjian tertulis maupun tidak tertulis baik berupa 

perjanjian jual putus dan/atau perjanjian pengalihan tanpa batas waktu. 

Peralihan kembali hak cipta kepada pencipta maupun pelaku pertunjukan 

dimaksud merupakan wujud peran negara dalam memberikan jaminan dan 

perlindungan atas hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta maupun pelaku 

pertunjukan. Oleh karena itu, pengaturan pembatasan pengalihan hak cipta 

melalui peralihan kembali hak cipta bukanlah suatu tindakan hukum baru, 

karena praktik demikian sudah diterapkan di negara-negara pelopor 

perlindungan kekayaan intelektual khususnya di 181 (seratus delapan puluh 

satu) negara anggota Konvensi Bern [vide Keterangan Presiden, hlm. 9, yang 

dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada 14 Maret 2022]. Dalam kaitan 

inilah, pembentuk UU 28/2014 berupaya memberikan jaminan perlindungan dan 

keseimbangan kepada pencipta dan pelaku pertunjukan atas hak cipta yang 

dimilikinya secara eksklusif, khususnya pengembalian hak ekonomi. Sehingga, 
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pencipta dan pelaku pertunjukan juga dapat merasakan manfaat ekonomi dari 

hasil ciptaannya secara berkelanjutan. Hal ini, dilakukan agar pencipta dan 

pelaku pertunjukan dapat terus menghasilkan karya cipta atau ciptaan yang 

berkualitas dan mampu berkompetisi secara nasional maupun internasional. 

[3.18.1.2] Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya pengaturan pembatasan 

jangka waktu perjanjian jual putus dan/atau pengalihan ciptaan bertentangan 

dengan asas kebebasan berkontrak karena menurut Pemohon dengan perjanjian 

yang telah disepakati sebelum berlaku UU 28/2014 hak ekonomi atas ciptaan 

tersebut telah beralih kepada pembeli hak cipta. Terhadap dalil Pemohon a quo, 

penting bagi Mahkamah menegaskan kembali bahwa pada prinsipnya hak cipta 

dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan; 

hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 16 UU 28/2014]. 

Dari semua alasan pengalihan hak cipta tersebut, pengalihan melalui perjanjian 

tertulis merupakan salah satu alasan yang sering digunakan dalam pengalihan 

hak cipta. Sejalan dengan itu, dalam praktiknya, pengalihan hak cipta dilakukan 

melalui perjanjian dalam bentuk jual putus (sold flat) dan/atau perjanjian 

pengalihan tanpa batas waktu. Dalam membuat suatu perjanjian, para pihak 

tidak dapat melepaskan diri dari pemberlakuan asas kebebasan berkontrak. 

Artinya, kebebasan bagi para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu 

perjanjian dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi, subjek hingga objek 

perjanjian. Hingga saat ini asas kebebasan berkontrak tetap menjadi asas penting 

dalam setiap perjanjian. Namun demikian, seiring dengan perkembangan asas 

kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas (unlimited freedom). Di 

Indonesia telah terdapat sejumlah pembatasan terhadap pemberlakuan asas 

kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan. Secara doktriner, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi 

terjadinya pembatasan asas kebebasan berkontrak yaitu karena: pertama, 

menguatnya pengaruh ajaran iktikad baik (good faith), di mana iktikad baik tidak 

hanya pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya 

perjanjian; kedua, berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik 

van omstandigheden); ketiga, berkembangnya lapangan ekonomi yang 

membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukum, perseroan-

perseroan dan golongan masyarakat lain, seperti buruh, tani, dan musisi; 

keempat, berkembangnya aliran dalam masyarakat yang menginginkan 

kesejahteraan sosial; dan kelima, keinginan pemerintah untuk melindungi 

kepentingan umum atau pihak yang lemah. Selain faktor tersebut, perlu 

Mahkamah tegaskan, asas kebebasan berkontrak dapat dibatasi oleh undang-

undang. 

 Tidak berbeda halnya dengan perjanjian pada umumnya, faktor-faktor 

pembatasan asas kebebasan berkontrak juga berlaku bagi perjanjian pengalihan 

hak cipta dalam bentuk jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. 
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Sebagai sebuah payung hukum dalam pengalihan hak cipta, perjanjian jual putus 

dan/atau pengalihan tanpa batas waktu juga harus didasarkan pada ajaran 

iktikad baik yang berlandaskan kepada kepatutan, kebiasaan, atau undang-

undang sebagaimana dimuat dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 

KUHPerdata. Jika dikaitkan dengan substansi yang diatur dalam norma Pasal 18 

dan Pasal 30 UU 28/2014, dapat dipahami pengaturan pembatasan pengalihan 

hak cipta tersebut karena objek yang diperjanjikan dalam pengalihan hak cipta 

sebagai benda bergerak yang tidak berwujud mengandung hal yang bersifat 

khusus sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, pembatasan jangka 

waktu terhadap perjanjian jual putus atau tanpa batas waktu atas pengalihan 

ciptaan atau karya pelaku pertunjukan, sekalipun telah diperjanjikan sebelum 

UU 28/2014, haruslah dipahami secara utuh hanya dalam konteks UU 28/2014, 

bukan dalam konteks perjanjian atas hak kebendaan pada umumnya. Pengaturan 

demikian merupakan upaya negara dalam memberikan jaminan perlindungan 

dan keseimbangan bagi pencipta dan pelaku pertunjukan yang berlandaskan 

pada faktor-faktor pembatasan asas kebebasan berkontrak. 

Dalam hal ini, negara memandang perlu mengatur pembatasan terhadap 

pemanfaatan hak ekonomi atas ciptaan buku dan/atau semua hasil karya tulis 

lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks sebagaimana ketentuan 

norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014. Sebab, sebagaimana fakta hukum yang 

terungkap dalam persidangan [vide risalah persidangan Perkara Nomor 

63/PUUXIX/2021, 27 September 2022, hlm. 7], membuktikan posisi tawar antara 

pihak pencipta dan/atau pelaku pertunjukan sering kali tidak seimbang karena 

berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pihak produser, 

sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan keadaan yang 

berujung pada tidak dirasakannya pemanfaatan hak ekonomi secara 

berkelanjutan, berupa imbalan dalam bentuk royalti oleh pencipta dan/atau 

pelaku pertunjukan. 

Berkenaan dengan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah pencipta 

dan/atau pelaku pertunjukan seharusnya dilindungi hak ciptanya. Salah satu 

bentuk perlindungan hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta dan/atau pelaku 

pertunjukan adalah dengan adanya pembatasan pengalihan hak ekonomi dalam 

bentuk jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Pembatasan 

pengalihan dimaksud untuk mencegah praktik penyalahgunaan keadaan dalam 

perjanjian pengalihan hak cipta dalam bentuk jual putus dan/atau pengalihan 

tanpa batas waktu. Oleh karena itu, melalui UU 28/2014, negara menjamin 

perlindungan dan kepastian hukum hak ekonomi dan hak moral pencipta dan 

pemilik hak terkait agar tidak mengikis motivasi pencipta dan pemilik hak 

terkait untuk berkreasi. Oleh karenanya, dalil Pemohon yang mempertentangkan 

norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 dengan prinsip kepastian hukum 

sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (4) UUD 1945 karena 

perumusannya yang memerintahkan pengembalian hak cipta kepada pencipta 
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dan/atau pelaku pertunjukan setelah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh 

lima) tahun sejak perjanjian jual putus dan/atau perjanjian pengalihan tanpa 

batas waktu, disepakati, serta melanggar asas kebebasan berkontrak adalah 

tidak beralasan menurut hukum. 

[3.18.2] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan pada pokoknya norma Pasal 

122 UU 28/2014 melanggar asas non-retroaktif karena ketentuan untuk 

mengembalikan hak cipta kepada Pencipta seharusnya tidak dapat diterapkan 

terhadap perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah 

dibuat antara Pemohon dengan Pencipta sebelum UU 28/2014 ini berlaku, 

sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 

1945. 

Terhadap dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan 

terlebih dahulu perihal norma Pasal 122 merupakan bagian dari Ketentuan 

Peralihan yang menyatakan: 

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku 

dan/ atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau 

tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan 

tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang 

ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang 

ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun 

dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak 

berlakunya UndangUndang ini; 

b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang 

ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun 

dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua 

puluh lima) tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian jual putus 

dimaksud ditambah 2 (dua) tahun”. 

Berkenaan dengan ketentuan peralihan sebagai bagian materi muatan dari 

batang tubuh suatu peraturan perundang-undangan adalah bersifat opsional atau 

pilihan. Dalam perumusan peraturan perundang-undangan, in casu undang-

undang dapat dirumuskan ketentuan peralihan tatkala terdapat keperluan 

sebagai norma transisi. Sebaliknya, tidak perlu dirumuskan jika memang tidak 

diperlukan, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II, Bagian C.4. yang 

berjudul “Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)”, khususnya angka 127 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 (UU 12/2011). Tujuan dirumuskannya Ketentuan 

Peralihan adalah untuk: 

a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; 

b. menjamin kepastian hukum; 
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c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak 

perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan 

d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. 

Dalam kaitan ini, Ketentuan Peralihan dalam UU 28/2014 tidak hanya 

diatur dalam norma Pasal 122, namun juga dalam norma Pasal 121 yang 

berkaitan dengan kondisi ketika diatur berdasarkan UU 19/2002 untuk 

dihantarkan dalam pengaturan baru dalam UU 28/2014. Hal tersebut sesuai 

dengan tujuan Ketentuan Peralihan, sehingga ketika norma Pasal 18 dan Pasal 30 

UU 28/2014 diterapkan tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari. 

Misalnya, terkait dengan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait yang masih 

dalam proses pada saat mulai berlaku UU 28/2014 dan perikatan jual beli 

terhadap hak ekonomi atas ciptaan berupa lagu dan/atau musik yang dilakukan 

sebelum UU 28/2014 tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perikatan 

berakhir [vide Pasal 121 huruf a dan huruf c UU 28/2014]. Namun, ketentuan 

dalam norma Pasal 121 huruf c UU a quo masih diikuti dengan norma Ketentuan 

Peralihan dalam Pasal 122 UU 28/2014 yang pada pokoknya menentukan proses 

peralihan sebagai akibat berlakunya norma baru berkaitan dengan ciptaan buku 

dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa 

teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas 

waktu, hak cipta tersebut ditentukan beralih kembali kepada Pencipta pada saat 

perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun [vide Pasal 

18 UU 28/2014]. Begitu pula halnya dengan ketentuan mengenai karya Pelaku 

Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak 

ekonominya maka kepemilikan hak ekonomi tersebut ditentukan juga beralih 

kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) 

tahun [vide Pasal 30 UU 28/2014]. Dengan demikian, diberlakukannya Pasal 122 

Ketentuan Peralihan merupakan konsekuensi hukum yang logis dari berlakunya 

ketentuan norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 yang memerlukan kepastian 

hukum agar tidak terjadi kondisi kekosongan ketika harus diimplementasikan. 

Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang menjembatani kondisi hukum yang 

terjadi sebelum diberlakukan UU 28/2014, in casu terhadap perjanjian 

pengalihan ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau 

musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus 

dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya 

UU 28/2014 untuk dikembalikan kepada Pencipta. Ketentuan pengembalian 

tersebut diatur apabila perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya UU 

28/2014 telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan 

hak ciptanya kepada Pencipta dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU 

28/2014 [vide Pasal 122 huruf a UU 28/2014]. Berikutnya, apabila perjanjian jual 

putus yang pada saat diberlakukannya UU 28/2014 belum mencapai jangka 

waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 

setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian 
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jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun” [vide Pasal 122 huruf b UU 

28/2014]. 

Bahwa pengaturan pengembalian hak sebagaimana ketentuan norma Pasal 

122 a quo adalah dalam rangka mengembalikan hak ekonomi karena dalam 

jangka waktu berlangsungnya perjanjian pengalihan hak cipta, penerima 

pengalihan telah mendapatkan nilai kemanfaatan (hak ekonomi), yang secara 

konstitusional pencipta juga memeroleh kesempatan dan manfaat yang sama 

guna mencapai persamaan dan keadilan antara hak moral dan hak ekonomi, 

sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. 

Bahwa pengembalian hak ekonomi berdasarkan hal yang semula belum 

diatur dengan pengaturan yang telah ada bukan merupakan pelanggaran asas 

nonretroaktif karena perjanjian atas benda bergerak yang tidak berwujud 

merupakan bagian dari perjanjian yang bersifat khusus, yang tidak dapat 

dipersamakan dengan perjanjian kebendaan pada umumnya. Oleh karena itu, 

keberlakuan norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 harus diletakkan dalam 

konteks UU a quo yang memiliki sifat kekhususan. Dengan demikian, pengalihan 

kembali karya cipta dan karya pertunjukan yang telah mencapai jangka waktu 25 

(dua puluh lima) tahun sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 18 dan Pasal 

30 UU 28/2014 yang kemudian ditentukan mekanisme pengalihan kembali 

dalam masa transisi dari undang-undang yang lama ke UU 28/2014 adalah wujud 

penegasan perlindungan hukum atas hak moral dan hak ekonomi pencipta dan 

pelaku pertunjukan. Pengaturan demikian tidak dimaksudkan untuk 

mengabaikan hak pembeli yang telah menerima nilai manfaat (nilai ekonomi) 

dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun perjanjian pengalihan. Oleh 

karena itu, dalil Pemohon yang mengaitkan norma Pasal 122 UU 28/2014 yang 

memberlakukan surut perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas 

waktu untuk dikembalikan kepada pencipta dengan batasan waktunya tersebut 

bukanlah merupakan bentuk kesewenang-wenangan negara. Substansi Pasal a 

quo sejatinya merupakan bentuk pencegahan akibat pengalihan hak cipta dengan 

bentuk perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang 

dimaknai secara absolut oleh salah satu pihak dengan memanfaatkan kondisi 

yang tidak seimbang sebelum diberlakukan UU 28/2014. Dengan demikian, dalil 

Pemohon berkenaan dengan ketentuan peralihan Pasal 122 UU 28/2014 yang 

menurut Pemohon merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 adalah 

tidak beralasan menurut hukum. 

[3.18.3] Bahwa Pemohon juga mendalilkan ketentuan norma Pasal 18, Pasal 30, 

dan Pasal 122 UU 28/2014 menimbulkan multitafsir apabila dikaitkan dengan 

Pasal 63 ayat 1 huruf (b) UU 28/2014 sehingga bertentangan dengan Pasal 28D 

ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah 

mempertimbangkan sebagai berikut: 
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Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama isu konstitusional 

yang didalilkan Pemohon di atas sesungguhnya masih bermuara pada persoalan 

perjanjian pengalihan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud, sebelum 

berlaku UU 28/2014, yang merupakan "perjanjian jual putus dan/atau 

pengalihan tanpa batas waktu". Rumusan frasa "perjanjian jual putus dan/atau 

pengalihan tanpa batas waktu" dalam norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 

adalah bukan untuk mengizinkan praktik pengalihan hak cipta tersebut, namun 

agar UU a quo memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara pencipta 

yang telah mengalihkan hak ciptanya dengan penerima pengalihan tersebut yang 

telah menikmati nilai ekonomi atas pengalihan melalui jual putus. Hal ini sejalan 

dengan maksud “jual putus” dalam Penjelasan Pasal 18 UU 28/2014 adalah 

perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan ciptaannya melalui 

pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan 

tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam 

praktik dikenal dengan istilah sold flat. Ketentuan norma Pasal 18 dan Pasal 30 

UU 28/2014 merumuskan pembatasan waktu 25 (dua puluh lima) tahun bagi 

perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu agar hak ekonomi 

Pencipta dan Pelaku Pertunjukan dapat kembali seperti semula. Setelah itu, 

produser fonogram dengan Pencipta atau Pelaku Pertunjukan dapat menyepakati 

kembali perjanjian dalam posisi yang setara demi mengatur hak dan 

kewajibannya berlandaskan iktikad baik untuk kemanfaatan bersama sesuai 

dengan ketentuan UU 28/2014. 

Sementara itu, jika dikaitkan dengan substansi norma Pasal 63 ayat (1) 

huruf b UU 28/2014 pada prinsipnya justru menentukan perlindungan hak 

ekonomi bagi produser fonogram, yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun 

sejak fonogram difiksasi. Artinya, norma Pasal a quo hanya mengatur mengenai 

jangka waktu pemberlakuan hak ekonomi produser fonogram. Oleh karenanya, 

penting untuk diketahui apa yang menjadi hak ekonomi bagi produser fonogram 

sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 24 ayat (2) UU 28/2014 yang 

menyatakan: 

“(2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak 

lain untuk melakukan: 

a. Penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun; 

b. Pendistribusian atas fonogram asli atau salinanya; 

c. Penyewaan kepada publik atas salinan fonogram; dan 

d. Penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat 

diakses publik” 

Dengan konstruksi norma hukum demikian, produser fonogram memiliki 

hak ekonomi sebatas kepada pengaturan ketentuan Pasal a quo, sehingga 

perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu terhadap hak 

ekonomi dari pencipta dan pelaku pertunjukan yang selama ini terjadi, jelas 
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tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pencipta dan pelaku 

pertunjukan, karena kepemilikan hak ekonomi produser fonogram melebihi 

ketentuan peraturan perundang-undangan, in casu norma Pasal 24 ayat (2) UU 

28/2014. Dalam konteks itu, hak ekonomi produser fonogram diberikan jangka 

waktu 50 (lima puluh) tahun dalam rangka melakukan fiksasi fonogram, dan 

bukan pemanfaatan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan secara 

mutlak (absolut), sebagaimana perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa 

batas waktu. 

Dalam kaitan ini, perjanjian antara Produser Fonogram dengan Pencipta 

dan/atau Pelaku Pertunjukan yang sesuai dengan UU 28/2014 adalah perjanjian 

untuk melakukan fiksasi fonogram, bukan perjanjian jual putus dan/atau 

pengalihan tanpa batas waktu. Dengan adanya perjanjian untuk melakukan 

fiksasi fonogram, maka Produser Fonogram mendapatkan pelindungan hak 

ekonomi seperti dimaksud Pasal 24 ayat (2) UU 28/2014 yang berlaku selama 50 

(lima puluh) tahun sejak fonogram difiksasi sesuai dengan ketentuan Pasal 63 

ayat 1 huruf (b) UU 28/2014. 

Dalam konteks pertimbangan di atas, menurut Mahkamah keterkaitan 

ketentuan norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 dengan Pasal 63 

ayat (1) huruf b UU 28/2014 adalah upaya negara dalam memberikan 

pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang seimbang dan adil 

dalam hubungan hukum antara pencipta dan pelaku pertunjukan dengan 

produser fonogram. Pada dasarnya, ketentuan norma Pasal 63 ayat (1) huruf b 

UU 28/2014 memiliki norma yang berbeda dengan ketentuan norma Pasal 18 

dan Pasal 30 UU 28/2014. Norma Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 28/2014 lebih 

berkaitan dengan substansi Pasal 58 ayat (1), di mana Pasal 63 ayat (1) huruf b 

memberikan perlindungan hak ekonomi, sedangkan Pasal 58 ayat (1) 

memberikan Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan, perlindungan hak ekonomi atas 

Pertunjukan dan Produser Fonogram selama 50 (lima puluh) tahun. Sedangkan 

perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berlaku selama hidup Pencipta dan terus 

berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun. Oleh karena itu, Pasal 63 ayat (1) 

huruf b UU 28/2014, sebagai landasan dan kepastian hukum Pelindungan hak 

ekonomi selama 50 (lima puluh) tahun dan Pasal 58 ayat (1) sebagai landasan 

dan kepastian hukum Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan selama 70 tahun. 

Oleh karena ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 28/2014 memiliki 

norma yang berbeda dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014, maka 

tidak terdapat kontradiksi pemahaman yang berujung pada multitafsir 

penerapan norma sebagaimana dalil Pemohon, serta tidak pula merugikan hak 

konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 

 

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 

sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai telah ternyata norma 
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Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 tidak bertentangan dengan Pasal 

28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon 

adalah tidak beralasan menurut hukum. 

 

[3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih 

lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 

 

F. AMAR PUTUSAN 

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 

mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 

memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 

terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 

wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 

penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 63/PUU-XIX/2021 yang 

menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap pengujian UU Hak 

Cipta mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak bertentangan dengan UUD 

NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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